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[bookmark: _Toc175850849][bookmark: _Toc176284643]1.1 Latar Belakang
Kebijkan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah- masalah publik atau pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. Pengertian kebijakan publik menurut Chandlerdan Plano dapat diklasifikasikan kebijakan sebagai intervensi pemerintah. Dalam hal ini pemerintah mendayagunakan berbagai instrumen yang dimiliki untuk mengatasi persoalan publik (Chandler dan Plano 1988 ).
Kebijakan publik merupakan salah satu instrumen penting dalam tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintahan atau otoritas publik yang memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat nasional, regional, maupun lokal. Dalam penerapannya, kebijakan publik tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor internal, seperti struktur pemerintahan dan sistem politik, tetapi juga oleh berbagai dinamika eksternal, seperti kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Pemahaman mengenai ciri-ciri dan sifat kebijakan publik menjadi penting, karena dapat membantu dalam menganalisis bagaimana kebijakan tersebut dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi.

[bookmark: _Toc175850850][bookmark: _Toc176284644]1.2 Rumusan Masalah
1. Apa Ciri-Ciri Kebijakan Publik?
2. Apa Sifat Kebijakan Publik?
[bookmark: _Toc175850851][bookmark: _Toc176284645]1.3 Tujuan Penelitian
1. Dapat Mengetahui Ciri-Ciri Kebijakan Publik
2. Dapat Mengetahui Sifat Kebijakan Publik
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[bookmark: _Toc175850854][bookmark: _Toc176284648]2.1 Ciri-Ciri Umum Kebijakan Publik
Ciri-ciri umum kebijakan publik dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Kebijakan Publik sebagai Tindakan yang Mengarah pada Tujuan:
Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan yang direncanakan dan tidak sembarangan. 
2. Keterkaitan dan Pola Tindakan:
Kebijakan publik terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan berpola, mengarah pada tujuan tertentu. Ini berarti bahwa kebijakan bukanlah keputusan-keputusan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan serangkaian instruksi atau perintah yang saling terkait.
3. Sumber Daya yang Mendukung:
Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumber daya finansial, material, dan infrastruktur lainnya. Kualitas aktor kebijakan yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan juga mempengaruhi kualitas kebijakan tersebut. Aktor kebijakan harus memiliki tingkat pendidikan, kompetensi, pengalaman kerja, dan integritas moral yang tinggi
4. Lingkungan yang Mempengaruhi:
Kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, maupun politik tempat kebijakan tersebut diimplementasikan. Lingkungan ini mencakup berbagai faktor yang mempengaruhi implmentasi kebijakan publik, seperti faktor ekonomi dan lingkungan sosial.
5. Strategi Implementasi:
Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kinerja suatu kebijakan. Strategi ini dapat bersifat top-down atau bottom-up, otoriter atau demokratis. Pemilihan strategi yang tepat sangat penting untuk mencapai tujuan kebijakan.
6. Partisipasi dan Komunikasi:
Partisipasi dan komunikasi yang intens diperlukan pada saat merumuskan kebijakan. Hal ini untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan memiliki karakter, kekhasan, dan kejelasan posisi yang diambilnya. Partisipasi masyarakat dan aktor lainnya sangat penting dalam proses pembuatan kebijakan publik.
7. Siklus Kebijakan:
Proses penetapan kebijakan sebenarnya adalah sebuah proses yang siklis dan bersifat kontinum, yang terdiri atas tiga tahap: Perumusan kebijakan (Policy Formulation), Penerapan kebijakan (Policy Implementation), dan Evaluasi kebijakan (Policy Review). Ketiga tahap ini saling berhubungan dan saling tergantung satu sama lain. 
Dengan demikian, ciri-ciri umum kebijakan publik mencakup aspek-aspek yang terkait dengan tujuan, sumber daya, lingkungan, strategi implementasi, partisipasi, dan siklus kebijakan.

[bookmark: _Toc175850855][bookmark: _Toc176284649]2.2 Ciri-Ciri Khusus Kebijakan Publik
Menurut Suharno (2010: 22-24), ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan. Ciri-ciri kebijakan publik antara lain:
1) Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam system politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan. 
2) Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkut paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan.
3) Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.
4) Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, munkin pula negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan.


[bookmark: _Toc175850857][bookmark: _Toc176284650]BAB III
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[bookmark: _Toc175850859][bookmark: _Toc176284652]3.1 Sifat-Sifat Kebijakan Publik
Menurut Winarno, (2002: 19-20). Sifat kebijakan bisa diperinci menjadi beberapa kategori, yaitu:
a. Tuntutan kebijakan (policy demands) adalah tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh aktor- aktor swasta atau pemerintah, ditunjukan kepada pejabat-pejabat pemerintah atau system politik.
b. Keputusan kebijakan (policy decisions) didefinisikan sebagai keputusan-keputusan yang dibuat oleh pejabat-pejabat pemerintah yang mengesahkan atau memberi arah dan substansi kepada tindakan-tindakan kebijakan public. Termasuk dalam kegiatan ini adalah menciptakan undang-undang, memberikan perintah-perintah eksekutif atau pernyataan-pernyataan mengumumkan resmi, peraturan-peraturan administrative atau membuat interpretasi yuridis terhadap undang-undang.
c. Pernyataan kebijakan (policy statements) adalah pernyataan-pernyataan resmi atau artikulasi-artikulasi kebijakan public. Yang termasuk dalam kategori ini adalah undang- undang legislative, perintah-perintah dan dekrit presiden, peraturan-peraturan administrative dan pengadilan, maupun pernyataan-pernyataan atau pidato-pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan maksud dan tujuan pemerintah dan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan itu.
d. Hasil kebijakan (policy outputs) lebih merujuk ke manifestasi nyata dari kebijakan public, hal-hal yang sebenarnya dilakukan menurut keputusan-keputusan dan pernyataan-pernyataan kebijakan.
e. Dampak kebijakan (policy outcomes) lebih menunjuk pada akibat-akibatnya bagi masyarakat, baik yang diinginkan yang berasal dari tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah. 
Dari pengertian hakikat kebijakan publik di atas , dapat diketahui bahwa sesungguhnya kebijakan tidak hanya dirumuskan kemudian dilaksanakan dalam bentuk yang positif seperti undang - undang , lalu kemudian dibiarkan begitu saja tidak dilaksanakan atau diimplementasikan untuk memberi dampak .​​​​​​ atau tujuan yang diinginkan , kemudian implementasinya dievaluasi .

[bookmark: _Toc175734635][bookmark: _Toc175734949][bookmark: _Toc175850860][bookmark: _Toc176284653]3.2 Faktor yang Mempengaruhi Sifat Kebijakan Publik
Faktor yang mempengaruhi sifat pengambilan kebijakan juga sering dipengaruhi oleh beberapa kesalahan dan bias. Kesalahan-kesalahan umum sering terjadi dalam proses pembuatan keputusan (Nigro, F.A., dan Nigro, L.G., Modern Public Administration, New York: Harper&Row Publishers, 5th ed., 1980) yaitu:
a) Cara berpikir yang sempit (cognitive nearsightedness). Adanya kecenderungan manusia membuat keputusan hanya untuk memenuhi kebutuhan seketika sehingga melupakan antisipasi ke masa depan. Pejabat publik pun sering membuat keputusan dengan dasar-dasar pertimbangan yang sempit dengan tanpa mempertimbangkan implikasinya ke masa depan.Atau, seringkali pula pembuat kebijakan hanya mempertimbangkan satu aspek permasalahan saja dengan melupakan kaitannya dengan aspek-aspek lain, sehingga gagal megenali problemnya secara keseluruhan.
b) Adanya asumsi bahwa masa dapan akan mengulangi masa lalu (the future will repeat the past). Banyak anggapan bahwa situasi adalah stabil, orang akan bertingkahlaku sebagaimana para pendahulunya di masa yang lampau. Tetapi, keadaan sekarang jauh dari stabil. Banyak orang berperilaku di luar dugaan. Namun, kendatipun ada perubahan-perubahan yang besar pada perilaku masyarakat, masih banyak pejabat publik yang beranggapan bahwa perubahan-perubahan itu normaldan hanya bersifat sementara, serta kemudian akan segera kembali seperti sediakala.
c) Terlampau menyederhanakan sesuatu (over simplification). Selain adanya kecenderungan untuk berpikir secara sempit, ada pula kencenderungan pembuat keputusan untuk terlampau menyederhanakan sesuatu. Misalnya dalam melihat suatu masalah,pelaku kebijakan hanya mengamati gejala-gejala masalah tersebut saja dengan tanpa mencoba mempelajari secara mendalam apasebab-sebab timbulnya masalah tersebut. Akibatnya, kebijakan sering tidak sepenuhnya dapat mengatasi masalahnya malah ustru mungkin menimbulkan masalah-masalah baru.
d) Terlalu bergantung pada pengalaman satu orang (overreliance on one's own experience). Pada umumnya banyak orang meletakan bobot yang besar pada pengalaman mereka diwaktu yang lalu dan penilaian pribadi mereka. Walaupun seorang pejabat yang berpengalaman akan mampu membuat keputusan-keputusan yang lebih baik dibanding dengan yang tidak berpengalaman, tetapi mengandalkan pada pengalaman dari seseorang saja bukanlah cara yang terbaik. Situasi dan konteks di masa lalu mungkin berbeda, para pihak yang terlibat juga kemungkinan berbeda, dan sebagainya.
e) Kebijakan yang dilandasi oleh pra konsepsi pembuat keputusan. Dalam banyak kasus, kebijakan seringkali di landaskan pada prakonsepsi parapembuat kebijakan. Hal ini tidak terlalu salah tetapi tidak sepenuhnya tepat. Kebijakan akan lebih baik hasilnya kalau didasarkan pada temuan dan bukti-bukti (evidence-based). Sayangnya temuan-temuan ini sering diabaikan bila bertentangan dengan gagasan atau prakonsepsi pengambil kebijakan.
f) Tidak adanya keinginan untuk melakukan percobaan (unwillingness to experiment). Cara untuk mengetahui apakah suatu keputusan itu dapat diimplikasikan atau tidak adalah dengan mengujicoba secara nyata pada ruang lingkup yang kecil (terbatas). Adanya tekanan waktu, pekerjaan yang menumpuk dan sebagainya menyebabkan pembuat kebijakan tidak punya kesempatan melakukan proyek percobaan (pilot project). Selain itu ada yang beranggapan bahwa kegiatan-kegiatan piloting dianggap memboros-boroskan uang saja.
g) Keengganan untuk membuat keputusan (reluctance to decide). Kendatipun mempunyai cukup fakta-fakta, beberapa orang tetap enggan untuk membuat keputusan. Hal ini disebabkan karena mereka menganggap membuat keputusan itu sebagai tugas yang sangat berat, penuh resiko, bisa membuat orang frustasi, kurang adanya dukungan dari lembaga atau atasan, lemahnya sistem pendelegasian wewenang unutuk membuat keputusan, takut menerima kritikan dari orang lain atas keputusan yang telah dibuat dan sebagainya.
Dengan memahami sifat politik dan perilaku pembuat kebijakan akan membantu kita mendekati dan berinteraksi dengan pembuat kebijakan.​ ​​ Kita akan mampu memahami kekuatan, kelemahan, dan kekhawatiran mereka serta mengidentifikasi cara terbaik untuk membantu mereka, yang akan membantu kita dalam upaya kita memengaruhi kebijakan.
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[bookmark: _Toc175850867][bookmark: _Toc176284656]5.1 Kesimpulan
Kebijakan publik merupakan suatu konstruksi dinamis yang terus berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks. Agar kebijakan publik dapat efektif dan relevan, diperlukan pendekatan yang komprehensif, adaptif, dan berbasis bukti. Partisipasi aktif masyarakat, kapasitas birokrasi yang kuat, penggunaan teknologi informasi yang optimal, serta evaluasi yang berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan suatu kebijakan. Selain itu, kebijakan publik juga harus memperhatikan aspek keadilan, keterwakilan, etika, dan akuntabilitas.

[bookmark: _Toc175850868][bookmark: _Toc176284657]5.2 Saran
1. Penguatan Tata Kelola Kebijakan:
▪︎Partisipasi Publik: Melibatkan masyarakat secara aktif dalam seluruh tahap pembuatan kebijakan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.
▪︎Transparansi dan Akuntabilitas: Tingkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas hasil kebijakan.
▪︎Kolaborasi Multi-Stakeholder: Jalin kerjasama yang erat antara pemerintah, swasta, masyarakat, dan akademisi dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan.
2. Pengembangan Kapasitas Institusi:
▪︎Peningkatan Kapasitas Birokrasi: Melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi aparatur negara untuk meningkatkan kualitas perumusan dan implementasi kebijakan.
▪︎Penguatan Riset dan Pengembangan: Tingkatkan investasi dalam riset dan pengembangan untuk menghasilkan data dan informasi yang akurat dan relevan.
▪︎Pemanfaatan Teknologi: Manfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah akses informasi, meningkatkan efisiensi, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
3. Fokus pada Solusi Jangka Panjang dan Berkelanjutan:
▪︎Perencanaan Strategis: Lakukan perencanaan strategis yang memperhatikan dampak jangka panjang dari setiap kebijakan.
▪︎Pembangunan Berkelanjutan: Integrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap kebijakan.
▪︎Adaptabilitas: Rancang kebijakan yang fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan.
4. Evaluasi yang Berkala dan Komprehensif:
▪︎Sistem Monitoring dan Evaluasi: Bangun sistem monitoring dan evaluasi yang kuat untuk mengukur efektivitas dan efisiensi kebijakan.
▪︎Penggunaan Metode Evaluasi yang Beragam: Gunakan berbagai metode evaluasi untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif.
▪︎Tindak Lanjut Hasil Evaluasi: Lakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi untuk memperbaiki kebijakan yang ada.

Dengan mengimplementasikan saran di atas, diharapkan dapat menghasilkan kebijakan publik yang lebih baik, relevan, dan berdampak positif bagi masyarakat. Kebijakan publik yang berkualitas dapat mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh negara, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
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